[ SALINAN ]

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
311 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran 2020, maka
dipandang perlu melakukan  Perubahan
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6187);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6410);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);



13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

17.

18.

19.

20.

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6385);



27.

28.

29.

30.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
155);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
tentang  Refocusing  Kegiatan, Realokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);



31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



35.

36.

37.

38.

39.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



40.

41.

42.

43.

44.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 381);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 76/KM.07/2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan
Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka
Penanganan Corono Virus Disease 2019
(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli

Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran
Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak
Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;



45.

46.

47.

48.

49.
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Keputusan  Menteri Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata
Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Tambahan Gelombang II Tahun
Anggaran 2020;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corono Virus Disease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah  beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);



50.

S1.

52.

53.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor 08);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp1.389.911.900.738,00 bertambah
Rp118.333.806.058,08 sehingga menjadi Rpl1.508.245.706.796,08
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. semula Rp1.092.121.763.308,00

b. bertambah/(berkurang) Rp(1.536.739.580,00)
Jumlah Pendapatan Rp1.090.585.023.728,00
setelah perubahan

2. Belanja:

a. semula Rp1.386.661.900.738,00

b. bertambah/(berkurang) Rp121.583.806.058,08
Jumlah Belanja Rp1.508.245.706.796,08

setelah perubahan
Surplus/ (Defisit) Rp(417.660.683.068,08)
setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan:

1) semula Rp297.790.137.430,00
2) bertambah/(berkurang) Rp119.870.545.638,08
Jumlah Penerimaan Rp417.660.683.068,08

setelah perubahan
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b. Pengeluaran:

1) semula Rp3.250.000.000,00
2) bertambah /(berkurang) Rp(3.250.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Rp0,00

setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Rp417.660.683.068,08

setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Rp(0,00)

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1) semula Rp72.838.553.830,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(3.027.900.676,00)
Jumlah Pendapatan Asli Rp69.810.653.154,00

Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan:

1) semula Rp762.431.078.200,00
2) bertambah/(berkurang) Rp27.882.348.296,00
Jumlah Dana Perimbangan Rp790.313.426.496,00

setelah perubahan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1) semula Rp256.852.131.278,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(26.391.187.200,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp230.460.944.078,00

Daerah yang sah setelah perubahan



(2)

(3)
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Pendapatan Asli Daerah sebagaimana
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak Daerah:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan
b. Hasil Retribusi Daerah:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan

dimaksud pada ayat (1)

Rp19.260.000.000,00
Rp(1.580.000.000,00)
Rp17.680.000.000,00

Rp3.271.791.000,00
Rp(315.185.000,00)
Rp2.956.606.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula
2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Hasil Pengelolaan

Rp5.862.343.000,00
Rp(2.163.958.122,00)
Rp3.698.384.878,00

Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) semula
2) bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain

Rp44.444.419.830,00
Rp1.031.242.446,00
Rp45.475.662.276,00

Pendapatan Asli Daerah yang sah

setelah perubahan

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

1) semula

2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah perubahan

Rp222.001.026.200,00
Rp(3.485.264.704,00)
Rp218.515.761.496,00




-17 -

b. Dana Alokasi Umum:
1) semula Rp480.565.947.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(54.340.997.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Rp426.224.950.000,00

setelah perubahan

c. Dana Alokasi Khusus:
1) semula Rp59.864.105.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp85.708.610.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp145.572.715.000,00

setelah perubahan
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah:

1) semula Rp36.504.623.278,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(3.699.100.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah Rp32.805.523.278,00

setelah perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya:

1) semula Rp87.280.715.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp(18.792.298.200,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Rp68.488.416.800,00

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya setelah perubahan

c. Dana Desa yang bersumber pada APBN:

1) semula Rp103.566.057.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(1.361.682.000,00)
Jumlah Dana Desa yang Rp102.204.375.000,00

bersumber pada APBN
setelah perubahan

d. Dana Insentif Daerah (DID):

1) semula Rp29.500.736.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(2.538.107.000,00)
Jumlah Dana Rp26.962.629.000,00

Insentif Daerah (DID) setelah perubahan



(1)

(2)
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Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri

dari:
a. Belanja Tidak Langsung:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Tidak
Langsung setelah perubahan
b. Belanja Langsung:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan

Rp668.154.739.688,00
Rp67.638.615.324,08
Rp735.793.355.012,08

Rp718.507.161.050,00
Rp53.945.190.734,00
Rp772.452.351.784,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan
b. Belanja Bunga:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan
c. Belanja Hibah:
1) semula
2) bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan

Rp466.802.728.268,00
Rp (4.004.879.265,92)
Rp462.797.849.002,08

Rp3.225.000.000,00

Rp0,00
Rp3.225.000.000,00

Rp13.753.812.000,00
Rp6.452.600.000,00
Rp20.206.412.000,00
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d. Belanja Bantuan Sosial:

1) semula Rp4.704.496.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp4.500.000.000,00
Jumlah Belanja Rp9.204.496.000,00

Bantuan Sosial setelah
Perubahan
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa:

1) semula Rp2.253.179.100,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(158.000.000,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp2.095.179.100,00

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa setelah perubahan
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik:

1) semula Rp174.915.524.320,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(9.097.905.410,00)
Jumlah Belanja Bantuan Rp165.817.618.910,00

Keuangan kepada Provinsi
/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai

Politik setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga:
1) semula Rp2.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp69.946.800.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga  Rp72.446.800.000,00

setelah perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai:

1) semula Rp15.493.199.500,00
2) bertambah/(berkurang) Rp4.802.140.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Rp20.295.339.500,00

setelah perubahan
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b. Belanja Barang dan Jasa:

1) semula Rp295.790.565.432,00
2) bertambah/(berkurang) Rp37.522.766.175,00
Jumlah Belanja Barang Rp333.313.331.607,00

dan Jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal:

1) semula Rp407.223.396.118,00
2) bertambah/(berkurang) Rp11.620.284.559,00
Jumlah Belanja Modal Rp418.843.680.677,00

setelah perubahan

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah
Rp417.660.683.068,08

1) semula Rp297.790.137.430,00

2) bertambah/(berkurang) Rp119.870.545.638,08

Jumlah Penerimaan Rp417.660.683.068,08

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp0,00

1) semula Rp3.250.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(3.250.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Rp0,00

setelah perubahan



(2)

(3)
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Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp357.229.857.068,08

1) semula Rp146.340.137.430,00
2) bertambah/(berkurang) Rp210.889.719.638,08

Jumlah SiLPA tahun anggaran Rp.357.229.857.068,08

setelah perubahan

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

Rp60.430.826.000,00

1) semula Rp151.450.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp(91.019.174.000,00)
Jumlah Penerimaan Rp60.430.826.000,00

Pinjaman Daerah setelah perubahan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp0,00

1) semula Rp1.800.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(1.800.000.000,00)
Jumlah Pemberian Pinjaman Rp0,00

setelah perubahan

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00

1) semula Rp1.450.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp(1.450.000.000,00)
Jumlah Pemberian Pinjaman Rp0,00

setelah perubahan
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Daftar  kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan dalam tahun anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 September 2020

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 04

NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-49/2020)



